
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR TAHUN 2001

! T E N T A N G

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KARANGANY AR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

M BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tirgkat il  Karanganyar 
Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perusabian Daerah Air Minum 
Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganya»* tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan dewasa ini dan untuk meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat agar, lebih bcrdayaguna dan berliasii guna, maka perlu 
menetapkan kembali pengelolaannya;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Taliun 1900 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinii Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 rentang Peiusahaan Daerah 
(Lembaran Negara Republik hidcnesia Taliun 1962 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 teniang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1999 Nomor 60, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentulg Teknik 
Penyusunan Peraturan Perundang-und angan dan Bentuk Rancangan 
Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan 
Keputusan Presiden;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata 
Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Daerah;

6 . Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nomor 7 Tahu a 1998 tentang 
Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;

7. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 
tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000 tentang 
Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.
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2. Undang~widang Nomor 5 Tahwi 1S62 r:entnng PrJUsah-w1 D.:ierah 
(Lembar~ Negara Republik Indcnesia Taltun 1962 Nomor 10, 
Tambahrui Lembaran Negara RepubHk fudonesia Nomor :.t387); 
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3. Undang~undang Nomor 22 Tahun 1999 tenmng .Pe.rr.crintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1999 Nomor 60, • 
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4. Ke,putusan Presiden Nomor 44 Tahwi 1999 tellbbig Teknik 
Penyusuhan Peraturan Perwidang•nncfangan da•1 Be::tuk Rimcanga.n 
Undang-hndang, Rancangan Peraturan- Pemerintah ·c1a~ Rancangan 
Keputus~ PreJiden; · 
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5. PeraturJ Menteti Dalam NegetlNomor 1 Tahwi 1981 tentang Tata 
Cara Pertibinaan dan Per..gawasan Pemsahaan D:1era.~·,1i J.ingkungao 

· Pemerintuh Daerah; 

6. Peraturaii Menteri Dalain ~egei:i. Ncmor · 7 Tahun 199E tenting · 
Kepengurusail Peruszhaan Daerah Air Mumm; 
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7. Kepulusah Menteri Negara Otc,uumi Da:rah Nuroor e Tahw1 2000 
tentang Pedoman Akuntansi Pernsahaan D:u.ra~l Air Minum; 
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8. Keputusan. Menteri DalaJn Negeri Nomor 3,i Tahwi 2000 tentang 
Pedoman\Kepegawaian Perusall.3'111 Daerah Ai/ Mimim. 
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Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR -j ; .

. ; j M EM UTUSKAN:'

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN 
KARANGANYAR

' ■ • -  BAB I

J  KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar,

b. Bupati adalah Bupati Karanganyar;

c. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai 
Badan Eksekutif Daerah;

d. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan 
Hukum yang didirikan;oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang bergerak di 
bidang pemenuhan air bersih dan air minum;

c. Direksi adalah Diieksi PDAM Kabupaten Karanganyar;

f. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM Kabupaten Karanganyar;

g. Pegawai adalah Pegawai PDAM Kabupaten Karanganyar.

BAB II

NAMA DAN TEM PAT KEDUDUKAN

Pasal 2 '

(!) PDAM adalah Perusahaan Daerah yang didirikan dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 5 Tahun 1983 tentang 
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat H Karanganyar.

(2) PDAM sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal iiii berkedudukan di Kota Kabupaten 
Karanganyar.

(3) PDAM sebagaimana ‘dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat membuka. Kantor Unit 
Pelayanan di wilayah Kabupaten Karanganyar.

BAB III

TUJUAN, TUGAS DAN USAHA 

| Pasal 3

(I) PDAM didirikan dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan aL* 
minum dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
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Pasal 1 

Dalam Peraturan D.ierah ini yang dimabnd dengan 
; 

a. Daerah adalah KabupatJn Karanganyar; 
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b. Bupati adalah Bupati K.arangauyar; 
. ·, ' ~ 

c. Pemerintah Daerah adal~ Bupati bes~ Peranr,kat Daerah Otonom yang lain sebaga, 
Badan Eksclrutif Daerah; 

d. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAi\if · adJlah Bawm 
Hukwn yang didirikan ; oleh Pemerintah Kabupat~ Kar~nyar ycmg bergerak di 
bidang pemenuhan air bersih dan air minum; 

' ; '. 

e. Direksi adalah Diteksi PDA.\1 Kauupaten Karangauyar; 

f. . Badan Pengawas adalal{ Badan Pengawas PDAM: Kabupatcn Karang.-nyar~ 

g. Pegawai adalah Pegawat PDA1vl Kabupaten Ivxanganyar. 
I 

BAB II 

NAidADANTEMPATKEUUDUKAN 
! 

I Pasal 2 

(1) PDAM adalah Pernsahaan. Da~ah yang didirikan dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten D:rcrah Tingkat Il Karanganyar Nomor 5 Tahw1 J 983 tcntang 
Pcrusal1aan Daerah Air Minum Kabupaten D:icrah Tingkat ll Karan.ganyar. 

(2) PDAM sebagaimana ~aktud ayat (1) Pasal iril berkedudul.an di Kota Kabup1tm 
Karanganyar. 

(3) PDAM sebagaimana dimaksud ayat (1) P.-saJ ini dapat membnk?. ·1euntor Urut 
Pelayanan di wifayah Kabupaten Karanganyar . 
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i Pasal 3 
I 

(:.) PDAM didirikan dedgan tujuan Wltuk peme:.mhan kebutuhan air, br:Nih dan aL· 
minum dalam rangka meningkatkan taraf hidup ralC';at. 
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(2) PDAM mempunyai tugas menyelenggarakan otonomi daerah dihidang pemenuhan 
kebutuhan air bersih dan air minum.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini PDAM 
melakukan usaha-usaha pengadaan, penyediaan dan pengaturan aii bersih dan air 
minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

BAB IV 

MODAL

t Pasal 4

(1) Modal Dasar PDAM sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan 
sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah)

(2) Modal disetor PDAM sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebesar 
Rp 6.877.032..476,21 (enam milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga puluh 
dua ribu empat ratus tujuh! puluh enam rupiah dua puluh satu sen).

(3) Modal PDAM merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

(4) Penambahan Modal disetor sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini sampai dengan 
dipenuhinya Modal Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Karanganyar.

(5) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah.

■ ' • BAB V •

KEFENGURUSAN DAN KEPEGAW AIAN

i Pasal 5

Pengurus PDAM terdiri dari Direksi dan Badan Pengawas.

Bagian Kesatu 
Direksi

f Pasal 6

(1) PDAM dipimpin oleh Direksi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Direksi sesuai
dengan penggolongan jumlah sambungan pelanggan sebagai berikut:

a. Tipe A jumlah pelanggan sampai dengan 10.000 sambungan pelanggar, yang 
dipimpin oleh .1 (satu) Direktur dan 2 (dua) Kepala Bagian.

b. Tipe B jumlah pelanggan 10.001 s/d 30.000 sambungan pelanggan dipimpin 
1 (satu) Direktur dan 3 (tiga) Kepala Bagian.

c. Tipe C jumlah pelanggan 30.001 s/d 50.090 sambungan pelanggan dipimpin 
1 (satu) Direktur Utama dan 2 (dua) Direktur dan 6 Kepala Bagian.

d. Tipe D  jumlah pelanggan 50.001 s/d 100.000 sambungan pelanggan dipimpin 
1 (satu) Direktur Utama, 2 (dua) Direktur dan 7 Kepala Bagian.

e. Tipe E jumlah pelanggan 100.001 dapat mengembangkan struktur organisasi 
sendiri dengan pertimbangan terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama

.. 
l/ 

./ 

/ ·. (2) PDAM mempunyai tugas menyelenggarakan otonomi daetah dilndang peme11ulwt · 
kebutuhan air bersih clan air minum. 

.· {3) Untuk menyele~a~ tugas -,ebagaimana dinmksud ayat (2) · Pasal ini PDAM 
· melakukan usaha-usaha pcngadaan, penyediaan clan pengatun-n air bersih c1an· air 

'minwn untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. · · 
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MODAL 

Pasal4 

"(1) Modal Dasar PDAM s~bagainiana dimmud Pasal 2 PeraturanDnerah ini dite!a11kar. 
sebesar Rp 20.000.0CJO.Of)O,OO (dua puluh milyar rupiah) . 

(1) Moqal disetor PDAM · ~pi\i dengan di~etapl:annya Peratman Daerah ini sebe8ar ·· 
Rp 6.877.032 .. 476,21 (enam milyar deJapan ratut tujuh putuh r.1juh juta tiga pullhl 
dua n'bu empat ratus tujuh. puluh enam 11li,>iah dw:: pulch satu sen). 
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(3) Modal PDAM men:p~ kekayaan daerah yang dipisa.lkan: 

(4) • Penambahan Modal disetor sebagaimana dimabud~y.,t (2) Pasal.~ni .wnpci dengan 

dipenuhinya Modal Das.ar sebagaimaru\ dimak.-md ayat (1) Pasal ici diteta2bn · 
· dengan Keputusau ,Bup~ti berdasarkan Anggaran Pendap,d:zn rum Behnj:i Daerah 

Kabupaten Karanganyar,; , . . . 

(5) Perubahm Modal Dasar;seb3gaimana dimaksud eyat 0.) Pasal ini ditetapbn dengcm 
Peratman Daerah. ! · ·· · 
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Pasal 5 

Pengurus PDAM terc!iri dari Direksi dan Badan Pengawas. 
' ' 
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Bagian Kesatu 
Direksi 

· Pasal 6 

. . I . 

(1) PDAM Jipimpin oleb :pireksi sebanyak-banyaknya 3 (ti&a) ora1:1g 0-..reksi se.mai 
dengan penggolonganjumlalt sambungan pelangga.11 sebag.iibetlkut: 

' .• i . . .· . 
a. Tipe A jwnlah ·pelanp,.gan sampai dengan lCJ.000 sambungau p{'langgar._ yang 

... dipimpin oleh 1 ( satu) Direktur dan 2 ( dua) Kepala Bagian. · 
: ! . : 

b. Tipe B jurnlah pelanggan 10.001 s/d 30.oro sambungnn rcJang&lll dipimpin 
· 1 (satu) Direhm ~ 3 (tiga) Kepala Bagian. 

c. · Tipe c jwnlah pe~ 30.001 s/d so;oao samb~gan p~lanp,gan dipirapin 
l(satu) Direktur Utama dan 2 (dua) Direktur ~n 61:epa!a Bagian .. 

' 
d. Tipe D jumbh pe~ 50.001 Rid 100.000 sambun~n pelanggan l\ipilt1pin, 

1 (satu) Direktur U~ma, 2 (dua) Direktur dan 7 Kepah·Bajan. 

e .. Tipe E jumlnh pe~·· 100.001 .daput mengembz..,gk:m stru!ttu:: ,>rgarusasi 
sendiri dengan pertunbangan terdiri dari 1 (satu) Direktw Uta.ma . ,. i . 
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(2) Direksi dalam menjalaiikan tugasnya bertanggungjawab kepada Duprd melalui Badan
Pengawas.

. i ■ Pasal 7 '

f 1) Direksi diutamakan bukan dari pegawai negeri ataa usul Badan Pengawas.

(2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pa3al ini berasal dari
pegawai negeri, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status 
kepegawaiannya. j

(3) Untuk dapat diangkat i sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut: i

a. Diutamakan mempunyai pendidikan sekurar>g-kurangnya sarjana (SI);
b. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun mengelola Perusahaan yang 

dibuktikan denganj surat keterangan (referensi) dari Perusahaan sebelumnya 
dengan penilaian baik;

c. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan siraiegi PDAM;
d. Pernah mengikuti pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri;
e. Batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling ituggi 52 (lima puluh 

dua) tahun;
f. Tidak terikat hubungan keluarga, dengan Bupati atau dengan anggota Badan 

Pengawas lainnya r sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun 
kesamping termasuk menantu dan ipar.

(4) Direktur tidak boleh merangkap jabatan pada Badan Usaha Milik Daerah, Badan 
Usaha Milik Negara atau Perusahaan lainnya.

(5) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1) Masa jabatan Anggota Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 
1 (satu) kali, masa jabatan berikutnya dalam jabatan yang sama.

(2) Pengecualian terhadap ayat (1) Pasal ini dapat dilalaikan apabila seorang Direktur 
diangkat sebagai Direktur Utama dan tidak melebihi umur 60 (enam puluh) tahun.

(3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud ayat ( i )  Pasal ini dilakukan apabila 
Anggota Direksi terbukti mampu meningkatkan kmeija PDAM dan pelayanan 
kebutuhan air bersih dan aii minum kepada masyarakat setiap tahrui.

(4) Anggota Direksi yang telah habis masa jabatannya dan tidak diangkat lagi sebagai 
Direksi serta belum memasuki masa pensiun dapat diangkat dai ani jab a t in struktuial 
tertinggi di bawah Direksi.

i • • ' ■ /

. ' j ' ' "  Pasal 9 ;  ' ■

Direksi dalam mengelola PDAM mempunyai tugas sebagai berikut.

a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAM;
b. Menyampaikan dan menyusun rencana keg'a 4 (empat) tahunan dan tahunan PDAM 

kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
c. Melakukan perubahan terhadap program keija setelah mendapat persetujuan Badan

Pengawas; I
d. Membina Pegawai; j
e. Mengurus dan mengeloki kekayaan PDAM;

i I 

/ .. (2) Direksi <lawn menja!ankan tugasnya bcrtanggungjawa!l kepada Bup~ii Plelalui Badan 
Pengawas. . j · 

(1) Direksi diutamakan b~an dari pegawai negeri atan usul Badau l>ett!!..,awas. 

(2) Dalrun hal calon Direksi sebagahruna dimakmd ayat (1) p33aJ ini berasal <hT. 
· pegawai negeri, maka1 yang bersang1mtan harus rnclepa~kar. terlebilt: dalmlu status 

k~egawaiannya. · · 

(3) Untuk dapat diangkat ;sebag.'li anggota Direksi harus mer.1enuhi })erryaratah seb.:gai 
berikut: • l 
a. Diutamakan mcmpunyai ~ndidikan sekucarag-lmrangnya sarjam (Sl); 
b. ?vfempunyai pengalaman kerja minimal 5 (limn) tah.un rnengelola Perus:inaan yang 

· dibuktikan denganl surat keterangan (refercmsi) dari F~uWt sehelumnya 
dengan penilcian baik; 

c. Membuat clan menyajikan pr.:>posal tentang visi, misi den sira~egi :?DAM; 
d. Pemah mengikuti pelatihau manajemen air min um di dalaJn ~tau di Juel!' negeri; 
e. Batas usia pada sait diangkat pertama kali bcrwnur pcl!ng "i.mggi 52 (funa puluh 
· • dua) tahun; 

f. Ti<L".k terikat hubung..n keluarg2 de:ngan :B:ipati atau deng;m ar.egotn Ba~lau 
Pengawas lainnya i sar.apai derajat ketiga oaik menun.t ga.-is lurus ~upon 
kesamping t~11nasuk menantu dan ipar. 

(4) Direktur tidak holeh merangkap jabatan pada Badan Usaha Mili'k Daer=ih, Badan 
Usaha Milik Negara atau Perusahaan lainnya. 

(5) Pengangkatan AnggoJ Direksi sebagaimana ·wmaksud ayat (1) Pa.;aJ iui ditetapkan · 
. dengan Keputu-,an Bupati. 

(1) Masa jabatan Anggo~ Direksi selama 4 (empai) tahun clan Ja!).-:t changkat kembali 
1 (satu) kali. masaj:lba~n berikutnya dalamjabatan yang sam3. . 

(2) Pengecualian tethaciap1 
ayat (1) Pasal ini dapat <lila:rukan apahila seorarkg Direktur 

diangkat sebagai Direktur Utama dan tidak melebihi umur 60 ( enam puluh) tahwi. 
. ' 

(3) Pengangkatan kembali sebagaima.na dimaksud ayat (l) PaSal ini dilakukan apabila 
Anggota Direksi terbuk~ mampu meningknt.kan kinerjH PDAlvI <bi, pelayanan 
kcbutuhan air bcrsih d4't air minum kcpada masyarakat sctiap t.tlum. 

· ( 4) ~ota Direks: yang I telah habis masa jabztnnnya clan tidak Jia~t lzgi sebagai 
'Direksi sertn belWll memasuki masa peru,iwi Jap~t diangka! da1an1_;.-batm stmktmal 
tertinggi di bawah Dire~i. 

Pc.'sal 9 

Direksi Jalam nengelola PDAM mempunyai tugas s~bagai berikut : 
! . 

a: Memimpin dan mengendaJikan semua kegiatan PDAM; . . . 
b. Menyarnpaikan dan menym,un rencana kerja 4 (emJJal) tahunau .Ja..~. tah•~'. PDAM 

I • . 

i<epada Rad.m Peng.-was untuk mendapat penge~ahan; ·· 
c. Melakukan perubahan terhadap program kerja sc.tclah mendapat pers~tujnan Badan 

· Pengawas; 
c.1 •. Membina Pegawai; 
e. Mengurus dan menge)ofa. kekayaan PDAM; 

I 
l Pa.-af:_~ 
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f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
g. Melaksanakan kegiatan teknis PDAM;
li. Menyampaikan .-laporan! berkala mengenai seluruh kegiatan teunasuk Neraca dan 

Perhitungan Laba/Rugi kepada Badan Pengawas .

I I Pasal 10

(1) Peraturan Tata Tertib menjalankan tugas Direksi .ditetapkan oleh Bupati, setelah 
mendengar pendapat Badan Pengawas sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Direksi menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Keija PDAM dengan persetujuan 
Bupati setelah memperhatikan pertimbangan Badan Pengawas sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Direksi mewakili PDAM didalam maupun diluar Pengadilan dair. apabila dipandang perlu 
dapat menunjuk Kuasa Hukum untuk mewakilinya.

Pasal 12

Direksi dalam mengelola PDAM mempunyai wewenang sebagai berikut:

a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai;
b. Mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai dari jabatan dibawah

Direksi; !
c. Menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan Bupati:
d. Menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
e. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

I Pasal 13I ■ . L •

Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha;

b. Memindah tangankan benda bergerak dan atau tidak bergerak milik PDAM.

j Pasal 14

(1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji, tunjangan dan jasa produksi.
j - : ■ ' - '

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari :

a. Tunjangan Jabatan
b. Tunjangan Kesehatan;
c. Perumahan dinas atau uang sewa rumah yang pantas;
d. Tunjangan isteri/suami dan anak;
e. Tunjangan-tunjangan lain sesuai ketentuan yaiig berlaku.

(3) Jasa produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan setiap tahun.

(4) Besarnya tunjangan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) 
- Pasal ini ditetapkan oleh Bupati setelali memperhatikan pendapat Badan Pengawas

dan kemampuan PD ^M .

Paraf

. I 
l t: Menyelenggarakan adrnirustrasi umum dan keuangan; 

. g. Melaksanakan kegiatan tek~ilii PDAM; 
h. Menyarnpaikan h.poran,i berkaL.1 mengenai selumh kegiatan t~unasuk Neraca cbn 

Perhitungan Laba/Rugi kepada Badan Pengawas . 
! 

Pasal 10 

' . 
Peraturan Tata Tertib menjalankan tugas Direksi .ditetapkan oleh. Rupati, setelah 
mendengar pemiapat! Bada..11 Pengawas sc.s'JaJ dengan kettmtuan Peraruran 
Penmdang-undangan yang berfaku . 

(2) Direksi menctapi<an shnunan Organisasi dan Tata Kerja PDAM dengan persetujuan 
Bupati setelah memperhatikt1n pertimbangan Bada.11 P~ngawas sesu ai dengan 
ketentuan Peraturan P~runc1,ang-undangan yang berlaku. 

! 

Pasal 11 

'. Dir~ksi mewakili PDAJvf dirlalam maupun diluar Pengadil:.m dart apabila dipmdang p~lu 
dapat menunjuk Kc.asa Hukum ur1tuk mew:tldlinya. 

Pasal 12 

Direksi dalam mengelola ~DAM mempunyai wewenang sebagai beroo:t:. 

a. Ivle~ngkat clan memberhentikan pegawai; 
b. Mengangkat, memberhennkan dan memindah tugaskan pegav,ai darl j.,.cztr.r. dibawah 

Direksi; . 
C. Meuandatangani pinjaman set~lah mendapat perse{ujuan Bupati: 
d. Menandatangani Nera~a dan Perhitungan Laba/RJgi; 
e .. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain. 

Pasal 13 

Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawzs cLllam h.J-hal sebagai beriku, : 
I . 

a. Mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama nsaha; 
i 

b. Memindah tangaokan ibenda bergerak dan atau tidak bergerak miH1~ PDAM. 
l 

Pat:al 14 

i 
(1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji, tunjangar. d:m ja:;a p,:oduksi. 

I 
(2) Tunj3ng411 sebagainiana dimaksud. ayat (1) Pasal jfii terdiri dm : 

a. TWtjaugan fabatan 
b. Tunjangan Kesehatan.; 
c. Perumahan clinas'. atau uang sewa rumah yan£ pantas; 
d. Tuajangan isted/suami dan anak; 
e. Tunjangan-tunjangan lain sesuai kek:ntuan yaug berlaku. 

! . 

I 

(3) Jasa produksi scbag~ana dimahud ayat (1) Pasal ini clibcikan Slin.tp tahun. 

(4) Besarnya tunjangan d:tn jasa produksi sebagamt:ma dima1<flud ay.it (1) dan ayat (2) 
· Pasal ini ditetapkaii oleh Bupati setelah rr.emperhatikan pendapat Badan !?<mgaVl.'a.i 

dan kemampuan PDAM. 

Parat:cf-



(5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, honorarium Badan Pengawas, 
penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh meleb.'lii 30 % 
(liga puluh persen) dari seluruh realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja PDAM 
tahun anggaran 3'ang berjalan.

I Pasal 15

(1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut:

a. Cuti Tahunan selama 12 (dua belac) hari keija:
b. Cuti Besar selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
c. Cuti Bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
d. Cuti Alasan Penting;
e. Cuti Sakit. j

(2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, c Fasal ini setelah 
mendapatkan persetujuan dari Bupati.

(3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d Pasal ini dengan 
persetujuan Badan pengawas.

(4) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e Pasal ini dengan 
memberitahukan Badan pengawas

(5) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari PDAM.

i Pasal 16

Direksi yang akan melakukan. peijalanan dinas ke luar negeri harus mendapat i.rin 
dari Bupati.

! Pasal 17

D'reksi diberhentikan dengan alasan :

a. Atas permintaan sendiri;
b. Meninggal dunia;
c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
d. Tidak melaksanakan tugas sesuai dengan rencana keija yang telah disetujui;
e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM;
f. Terlibat dalam tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang .elati mempunyai 

kekuatan hukum tetap, s
g Merugikan PDAM. i

i Pasal 18

(1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud 
Pasal l 7 huruf d, e, f  dan g Peraturan Daerah ini, Badan Pengawas segera melakukan 
pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini 
terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

(3) Apabila dalam 2 (dua) taliun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan 
kinerja PDAM, Bupati dapat mengganti Direksi.

P a ra f:

(5) JumW1 seluruh biaya untuk penghasilan Di,.wcks\ honorari1Jm Rzdan Pcmgawas, 
penghasilan pegawai oan biaya tenaga kerju · lcitmya' tidhl( bo\eh meleb.ihi 30 % 
(tlga puluh persen) (t'lfi seluruh realisasi Anggaran Pendapatan dau Belanja .PDAM 

· tahun anggaran yang ~erjalan. · "·. 
, l 

Pasal 15 

·. , (1} Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut : 
, . I . 

• a. Cuti Tahunan seiari1a 12 (dua beia~) hari kerja; 
b. Cuti Besar selama 2 {dua) bulan untuk setiap sat'.i kali masaJab~tan; 
c. Cuti Bersalin se~a3 (tiga) bulan bagi Direktris; · 
d. Cuti Alasan Penting; . 
e. Cuti Sakit. ; · l 

(2) Pclaksanaan hak .cuti 'scbagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, c Pas:tl mi setclah • • 
mendapatkan persetujhan dari Bupati. · · · •. · 

I , 

(3) Pelaksanaan ha!< cuti sehzgaiman.:. climaksud ayat (1) huruf d Pai,al iii~ dengan 
persetujuan Badan pe~gawas. 

I 
(4) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) hcruf e Pasai ini dengan 

.· . ' I , 
memberitahukan Bad.in pengawas 

' f ' 

(5) • Direksi selama rnelaks
1
anakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari PD.AM. · I . 

: ! , I 
. I . 

PasaJ 16 

DireksL'y.1ng alcan me?alplkin . perjaJanan dina~ l~e luar negeri harus memiapat i.--dn 
dari Bupati. • I 

. \ 
i ! 

l 
Pasal 17 

' ! 
. . Dfreksi diberhentikan dengan alas.m.: 

. I 
· a ... Atas permintaan sendiri; 
b. Meninggal dunia; : 
c. Karena kesehatan sehingga ti&k dapat melaksanakan tugasr.ya; 
d. Tidal: meWc.<Janakan tngas sesuai d,mgan r~ncana kerju yang telah disetujui; 
e. Terlibat da1ain tindakan y:mg merugikan PDAM; 
L Terlibat dalam tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang i"eWt rnemrunyai 

kekuamn hukum tetap; I · 
g Merugileun PDAlvL . i 

-; l 
l 

, I Pasal 18 
i 

· (1) Apabila Direksi didtiga melakukan ·salah satu· perbuaran gebcgaanana ·oimaksud 
· Pasal 17 hwuf cl, e, f clan g P1.mituran Daerah in~ B.-dan Penga ,vas seeer«\ melakukan · 
pemeriksaan terhadap :yang bersangkutan. · . . · 

·· (2) Apabila· berdas11rkan basil pemeribaan ·seb~iaimana· dimaksud r.ya, (1) :Pas.'11 ini · 
. . . terbukti, Badan Pe1igawas segera melaporkan k~pada Bupati. 

{3) Apabila <Wani 2 (dua) iaJruu hcrturnt-tm11t Direksi tidak mampu. n•eningkatkan 
kincrja PDAM, B~pati dapat mengganti Direksi. · · · · 

' ' i 

.Paraf:d-



(1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari keija terhitung sejak laporan hasil pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Daerah ini diterima, Bupati sudah 
mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian sebagai Anggota Direksi.

(2) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf a, b dan c 
Peraturan Daerah ini diberhentikan dengan hormat.

(3) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimalaud Pasal 17 huruf d, e. f  
dan g Peraturan Daerah ini diberhentikan tidak dengan hormat.

(4) Anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan Pasal 17 huruf c Peraturan Daerah 
ini diberikan pesangon sebesar 1 (satu) kali penghasilan yang diterima pada bulan 
terakhir.

(5) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatan diberikan uang penghargaan sesuai 
dongan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

j Pasat 20

«Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan 
Pengawas sudah mengajukan Calon Direksi kepada Bupati.

| Pasal 21

(1) Bupati mengangkatj Pelaksana Tugas (PLT) Direlai, apabila Direksi diberhentikan 
sebelum masa jabatannya berakhir.

(2) Pengangkatan Pelaksana Tugas Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk 
masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

j Bagian Kedua
i Badan Pengawas

: Pasal 22

(1) Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan cieh Bupati.

(2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari Pejabat 
Daerah, Perorangan dan Masyarakat Konsumen yang memenuhi persyaratan.

(3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut: [

a. Menguasai manajemen PDAM;
b. Menyediakan waktu yang cukup untuk mengawasi;
c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Badan Pengawas 

lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus 
maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;

d. Mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 2 (dua) tahun.

(4) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati.

rasai 23

Jumlah Badan Pengawas ditetapkan 3 (tiga) orang, terdiri dari Ketua merangkap anggota, 
Sekretaris merangkap anggota dan seorang anggota.

P a ra f:

Pasal 19 

(1) Selambat-1.ambatnya: 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak laporan basil pemeri!csaa11 
sebagairnana uinw<l,ud Pasal 18 Peraturan Daerah . im 4iterima, Bupati sudah · 
mengeluarkan Kep4isan tentang; pemberhentian sebagai A"lggota Din,ksi. 

(2) Anggota Direksi yq dih~hentikan seb.agaimana cfumksud Pasal 17 huruf a. b dan c 
· Peraturan Da,;rnh ini dibe.-hentikan (1engJ11 hum1at. 

I . • .. ; . . . . 
· (3). Anggota Direksi y~g diberhentikan sebagaim111a dimal;sud P;isal 17 hurof 1, e: f 
. dang Peraturan D&~ah ini diherhentikan tidak decgan honnat. · · • .. 

( 4) . Anggota Direksi. yark diberhentikan berdasarkan P~al 17 huruf c Peraturan Daei:ah 
ini diberikan pesangon scbcsar 1 (satu) kali penghasilan )'Jng diterima P"Ja bulan 
terakl1ir. I ~ 

' : 
(5) Direksi yang berhe~ti kar~na habis masa jabatan cliherilmn uangp~nghngaan seC3u'li 

d-:ngan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 20 

Sclambat-lambatnya 3. i(tiga) bulan s~belUill masa jah1tan Direksi berakhir, Badan 
Pengawas sudah mengajukan Caton Direksi kepada Bupati . 

• i l . . 

Pasal 21 

(1) Bupati mengangkat Pelal\Sana Tugas (PLT) Direbii, apabila Uirek.;,i Jiberhentikan • 
sebelwn masa jabatannya berakhir. · 

. . . . . • l . . . 
· (2) Peugangkatan Pelaksana Tugas Direksi ditetarkan dengan Ker,utus.m Buvati untd, 

masajabatan paling lama 3 (tiga) bulan. · 

Bagian Kcd ua 
Badan Pcngawas 

Pasal 22 

(1) Badan Pengawa:1 diapgka~ rum diberhcntikan dchBupa1i. 

· (2) Badan Pengawas sfbagaimana Jimaksud ayat ~1) Pasal ini terdi:.i dari Pejabat 
Daerah, Peror~gan ldan Mas~arakat Konsumen yang m~menchi p~i'SyJrata:1. . 

(3) Untuk dapat diangk4t sebagai Badan P~ngawas harus mem~muhi p~rsyaratan nebagai 
berikut: I i 

· a. Menguasai manajemen PDAM; 
b. · MenyeJiakan waktu yang cukup untuk mengawasi; . . • 
c. Tid'lk terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau d:ng.m Badln Pengawas · 

lainnya atau dengan Direksi sampai d'!rajat ketiga baik menumt ga.iis lurus 
maupun kesamping t~rmasuk menantu clan ipar; · 

d. Mempunyai pc~aman dalain bidang keahliannya m.inim.aJ 2 ( du~) t&hur.. 
(4) Pengangkatan Badari Pengawas sebagaimana tfimaksud ayat (1) PasaJ. ini ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati. . ! . 

' Pasal 23 
: l 

I 
Jumlah ~adan Pengawas '.ditetapkan 3 (tiga) orang, tr.rdiri dari K~tua merangi(.1p anggota, 
Sekretaris merangkap anggota dan seorang anggota .. · · 

I 

I 
! 
! 

: I 
' I 

Parat;/-



y
/ Pasal 24

(1) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) l:ali masa jabatan.

(2) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.

(3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila :

a. Mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional FDAM;

b. Mampu memberilcan pendapat dan saran kepada Direksi sehingga PDAM mampu 
meningkatkan kineija dan pelayanan kebutuhan air bersih dan air minum kepada 

masyarakat. ! j

I Pasal 25

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Mengawasi kegiatan operasional PDAM;
b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan 

pemberhentian Direksi;
c. Memberikan pendapat' dan saran kepada Bupati terhadap rencana kerja yang diajukan 

oleh Direksi;
d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencavia pembahan status 

kekayaan PDAM; j
e. Memberikan pendapat j dan saran kepada Bupati terhadap rencana pinjaman dan ikatan 

hukum dengan pihak lain;
f. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Laporan Neraca dan 

Perhitungan Laba/Rugi.

Pasal 26

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

a. Memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan 
rencana keija yang telah disetujui;

b. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan PDAM;
c. Membahas Rencana Keija dan Anggaran Pendapatan dan Belanja PDAM;
d. Memberikan pertimbangan atas Laporan Pertanggungjawaban Kenangan dan Rencana 

Keija Direksi tahun beijalan.
i

i Pasal 27
. y ■. ■ :;^ jT \y  ' ■ ' ■ y-y
Peraturan Tata Tertib Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas ditetapkan oleh Bupati.

■ j  • Pasal 28 .

Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.

j Pasal 29

(1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40 % (empat puluh persen) 
dari gaji Direktur Utama.

(2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 3 f  % (tiga puluh lima 
persen) dari gaji Direktur Utama.

(3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30 % (tiga puluh persen) 
dari gaji Direktur Utama. .

Paraf

I . ., 
/ 

/ 

Pasal 24 
i ' 

(1) Badan Pengawas diatigkat paling banyak 2 (dua) 1:ali mas.J jzbatan . 
. I 

(2) Masa jabatan Bad au f engawru; ditetapkan selama 3 (tiga) t2hun. 

(3) Pengangkatan Badan:Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila: 

a. Mampu mernkutc4 pengawasan terhadap kegiatan operctSi011alFDAM; 

b. Mampu membcrikan pendapat clan saran kepada Direk&i dehingga PDAM mampu 
· meningkatkan kin~rja dan pclayanan kcbutt?lun air bersih. uan air rnimun ke!lada 

masyarakat. I 
I 
! Pasal 2:5 

I 
Badan Pcngawas mcmpw'1yai tu6as scbagai bctikut : 

· · I . nalPDAM . a. Me11gawas1 kegiatan operasio ; 
b. Memberikan pend1pat dan saran kepada Bupati terhaci.lt;J penga11.gkutan dan 

pemberhentian Direksi; 
c. Memberikan penjapat: clan saran kepada Bupr.n. terhacbp renraM k~ia } ac1g diajuk.m 
· oleh Direksi; . l I , , · 

d: Memberikan pen&pat dan saran kq>ada Bupati terhadar rencana pu·nbahan starns 
kekayaan PDAM; I , 

e .. Memberikan pendapat\dan saran kepada Bupati terhactap r~<;.ma pinjamau f,an ilo~an 
hukum dengan pihak lain; , 

I . f. Memberikan pendapa~ dan '3aran r.epcrda Bi1pati terhadai> L:1poran Meraca tlan 
PcrhitWlt;an Laha/Rugi. 

"Pasal 26 

i 
Ba~ Pengawas mempu..iyai wewerumg sebagai beril ut : 

i 

a. Memberi peringatan. kepada Direksi yang tidak r.ieiakswabn tug~c: scm1ai dcnga~ 
rencana kerja yang tel.ili ilisetujui; · 

b. Memeriksa Direksi yai1g diduga merugikan PDAM; , . 
c. Memballlis Rencand Kel)a dan Anggaran Pendapatan clan Bclanja PDA!\.1; 
d. Memberikan pertimbai~gan atas Laporan Pertangg&lgjawabaa Keuangan dan Rencana 

Kerja Direksi tahun beijalan. 
l. 
I 
I 

\ Pasal 27 
I 

Peraturan Tata Tertib l'elaksanaan Tugas Badan Pengawa,.: ditetapk~n okh Bupati. 

' 
Pascl 28 

i 
[ 

· Badan Pengawas karena tugasnya meuerima honomrium. 
. .. 

i 

Pasal 29 
. I 

(1) Ketua Badan Pengawas m~nerima hflnoratjum :Jebesar 40 % (~mr•at 1mluh pencn) 
clari g.1ji Dircktur Utama. 

. ! 

('.!) Sekretaris Baruu1 Pen'gawas menerima honorarium sebesar 3:- % (tiga p:uuh 1ima 
persen) dari gaji Direktur Utama. · , 

I 
(3) Anggota BarJan Peng*wrui menerima honorariwn ~ebesar 30 % (tiga pulun persen) 

clari gaji Direktur Utama. . , . 

Paraf:d-



Selain honorarium, Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi.

Pasal 31

Badan Pengawas diberhentikan dengan alasan :

a. Atas permintaan sendiri:
b. Meninggal dunia;
c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM;
c. Terlibat dalam tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan .yang tolai. mempunyai 

kekuatan hukum tetap; i
f. Merugikan PDAM. ;

Pasal 32

(1) Apabila Badan Pengav/as diduga melakukan, salah satu peibuatan sebagaimana 
dimaksud Pasal 31 huruf d, e dan f  Peraturan Daerah ini, Fmpati segera melakukan 
pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Badan Pengav/as sebagaimana 
dimaksud ayat (1) Pasal ini terbukti melakukan peibuatan yang di-uduhkan, Bupati 
selambat-lambatnya 7 j (tujuh) liari keija segera mengeluarkan Keputusan Bupati 
tentang Pemberhentian sebagai Anggota Badan Pengawas.

i Pasal 33

(1) Untuk membantu tugas Badan Pengawas . dibentuk Sekretariat yang terdiri dari 
sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang yang diangkat dan ditetapkan oleh Direktur 
PDAM atas persetujuan Badan Pengawas.

(2) Gaji Sekretariat ditetapkan oleh Direktur PDAM dan dibebankan kepada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja PDAM.

I Bagian Ketiga
i Kepegawaian

i Pasal 34

(1) Ketentuan tentang Pegawai PDAM diatur oleh Direksi dengan persetujuan Bupati 
atas pertimbangan Badan Pengawas.

(2) Peraturan Gaji Pegawai ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati atas 
pertimbangan Badan Pengawas.

BAB VI . .

TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 35

(1) Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwin.

P a ra f:

Pasal 30 

I 
Selain honorarium, Badan Pe:i1gawas setiap tahun diberikanjasa produk<Ji. 

i 

Pasal 31 
i 
i 

Badan Pengawas dib~rhentlkan dengan alaHan : 
' a. Atas pennintaan sendiri; 

b. Meninggal dunia; ; 
·· c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksan.Jv,n tugasnya; 
d. Terlibat dalam tindilk:m y:mg merugikan PDAM; · . 
c. 'forlibat dalam tindak pidana bcn.lasarkan Puiusan P1.mgadih1n.v.mg tc!;u~ mcmpuny.u 

kekuatan hukum tetap; I 
f. l\1erugil<.m PDAM. 1 

' 

' i . Pasal 32 
, l 

·(1) Apabila Badan Peng~v,as · did11ga mclakukal'. sclah satu peibuatan sebagaimaua 
a dimaksud Pasal 31 huiuf d, e clan f Peraturan Da-:rah ini, Bnpati ~eger~ melakuka,1 
W pemeriksaan terhada}l yang bersaugkutan. 

1 

(2) Apabila berdasarkan basil pemeriksaan terhadap Badau Pengavtas sebagaimar.a 
dimaksud ayat (1) Pas~ ini terbulcv melakukan perbuatan yan~ di;uduhkan, B~pati 
selamb~t-lambatnya 7 j(tujuh) hari kerj:t segcra me.ageluarkan Keputusan Bupati 

. tentang Pemberhentian1sebagai Augeota Badan Prngawas. · 

I 
j . Pasal 33 
! 
i 

(1) Untulc membar.tu tugai, DaJari Pengawas. rHbcntuk Sckrc.taiiat y211g ten'hi datl 
' sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang yang diangkat clan. dit0tzpkan olelt Direktur 

PDAM atas persetuj~ Badan Peng=iwru:,. · 

.· (2) Gaji Sekretariat diteta~kan oleh Direktur PDANC dan dibehankan kep<4da Anggaran 
Pendap~tan clan Belanja PDAM:. . 

:Raglan Ketiga 
Kepegawaian 

Pasal 34 

· (1) Ketentuan tenmng Pegawai PDAM diatur oleh Direbi riengan pe:'.'Sctuju.m Bupati 
atas pertimbangan Badau Fcngawas. 

! 

(2) · Peratura,1 Gaji Pegaw~i ditetapkan · oleh Dfrei'.si dengan perse;~juan Bripati .1tas 
pertimbangan Badan P6igawas. · · 

I 

' I 

! BAB VI 

TAHlJNi,BUKTJ DAN LAPOHAN KEUA~GAN 
l 

l 1 
' i 

. I Pasal 35 

(1) Tahun Buku Penu;aha~h°adalahTahun Takwin. 

Parnf:c/-



(2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) b u lan ' setelah berakhirnya Tahun Buku, Direksi 
menyampaikan Laporan Keuangan kepada Bupati melalui Ketua Badan Pengawas 
untuk mendapatkan pengesahan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi 
Tahunan. i

(3) Neraca Perhitungan Laba/Rugi Tahunan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini 
diaudit oleh Akuntan Publik atau Auditor lainnya.

(4) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah mendapatkan Pengesahan 
dari Bupati, memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan 
Pengawas.

(5) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Bukti, Direksi telah 
mengajukan Rencana Keija dan Anggaran Pendapatan dan Belanja PDAM kepada 
Bupati untuk mendapatkan pengesahan melalui Badan Pengawas.

(6) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Bupati h elum mengesahkan, 
Rencana Keija dan Anggaran Pendapatan dan Belanja PDAM yang diajukan 
dianggap telah disahkan.

(7) Perubahan Anggaran\ Pendapatan dan Belanja PDAM dalam tahun yang 
bersangkutan harus ; mendapatkan pengesahan Bupati petelah mendapatkan 
pertimbangan Badan Pengawas.

! BAB VII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA B ERSIH

Pasal 36

(1) Laba Bersih PDAM | yang telah disahkan oleh Bupati setelah dipotong Pajak, 
pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :

l
a. Bagian Laba Pemerinatah Daerah 40 % (empat puluh persen ).
b. Cadangan umum 20% (dua puluh persen);
c. Cadangan Tujuan 20 % (dua puluh persen);
d. Dana Kesejahteraan 10 % (sepuluh persen);
e. Jasa Produksi 10 % (sepuluh persen).

(2) Bagian Laba Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini 
dianggarkan dalam ayat Penerimaan Anggaran Pendapotau uan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran berikutnya.

(3) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) hum f d Pasal ini antara lain 
untuk dana pensiun Direksi dan Pegawai serta untuk keperluan laV. yang sejenis.

(4) Penggunaan jasa produksi sebagaimana dimaksud ayat ( 1) huruf e Pasal ini 
ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan 
Pengawas.

/■, { ■ " '•.■■■ Pasal 37

Dana representatif disediakan dan anggaran Perusahaan setinggi-tingginya 75 % (tujuh 
puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (sahi) tahun yang diteiima 
pada bulan terakhir dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif 
dalam rangka pengembangan PDAM.

P ara f: f

I I 
' : 

(2) Selambat-lambatnya 3 (tlga) bu1an sctelah b::rakhin1)' a Taboo Buku, Direksi 
menyampaikan Laporan Keuangan kepada Bupati melalui I(~nw Badan Pengawas 
ootuk mendapatkan pengesahan yang terdiri dari Neraca ·c1an P~rhitungm Laba/Rugi 
Tahunan. : · 

(3) N~raca Perhitungan :Laba/Rugi Tahunan sebagaimzna dimaksuJ ayat (2) Pasal ini 
· diaudit oleh Alnmtan P,ubli1.<. atau Auditor lainny.:.. · · 

( 4) Neraca · dan Perhit•m~an Laba/Rugi Tahunan yang telah m~ndap:.:tk,1n Pengesahao 
· dari Bupati, memberikan pembeoasan tanggung jawab kepada Dir<.;ksi clan Badan 
Pengawas. 1 

' I • ' 

(5) , Selambat-lambatnya '3! (tiga) bulan sebelum berakhirnya 'fahun Buku, Direksi telah 
· mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Pe11dapatan ciau Be!.anj .. PDi~ kepaJa 

Bupati untuk mendapa~an pengcsahan melalui Dadan Peng.1was. 

(6) Apabila pada tanggal! 31 Desember tahun bei:jalan Bupati helum rr.engesahkan, 
Rencana Kerja clan Anggaran l>endapatan clan Belanj,1 I'DP..M ywig diajukm 
dianggap telah disar..kan. 

i 

. a (7) Perubahan Anggaran' P~ndapatan dan Relanja · PDAM dalam tahun yang 
~ bersangkutan lwrus : memlapatkan pengesahJ.tt Bupati Fetdah 1ac.,ndapat.kan 

pertimbangan Badan Pengawas. 

l BAB VII 

PEN~:TAP AN -DAN P~NGGUNAAN LABA F,:t,.;RSlH 

Pasal 36 

I 
(1) Laba Bersih PDAM !yang telah disahkan oleh Bupati setelal1 dip.Jtoug Pa,:i2'k, 

pembagiannya ditetap~111 sebagai berikut : 
I 

a. Bagian Laba Pemerinatah Daeral1 40 % ( emp1t puluh perscn ). 
b. Cadanganumun12ti% (d1aa puJuh persen); 
c. Cadangan Tujua~ 20 % ( dua puluh persen ); 
d. -Dana Kesejahtcraa~ 10 % (sepuluh persen); 
e. Jasa ProduksilO % 1(sepuluh. persen). 

I 
(2) Bagian Laba Pemerintah Daerah sebagaimana di.'llakslld ayat (1) l,u~f a Pasll ini · 

dianggarkan dalmn ayat Penerimaan Anggaran Pendapntau uan Bel.u~n ~aer&h 
Taboo Anggaran b~rikutnya. 

· (3) :Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayai (1) hurnf d Pasal ini ,mtara lain 
: ootuk dana j,)ensiun Direksi · clan Pegawai serta U."'ltlLC l~eperllllm la•1-. y~ .;ejenis. · 

(4) Penggunaan jasa produksi sebagaimana dim.:w.suJ ayat {l) huruf e !Jasal ini 
ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati aw pertimbangan Badan 
Pengawas. 

Pasal 37 

D:tna representatif disediakan dad anggaran Perusah.aan setinggi-tingginya 75 % (tujuh 
pl'1d1 lima persen) dari jmtlah penghasilan Direksi ddam 1 (satn) tahun yang ditetima 
pada bulan ter.-.khir dan pcmggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektrr 

- dalam rangla. pengen1brutgap· PDAM. 

! 
' i 
I 
i 

Paraf:d-



TANGGUNG JAW AB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
. • ' i

; | .. '" 'P asa l38 .

(1) Anggota Direksi dan atau Pegawai PDAM yang dengan sengaja atau karena 
kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PDAM wajib mengganti kerugian.

(2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (I) Pasal ini 
disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

i BAB IX

! KERJASAM A

I Pasal 39

■ : 1 i . -
PDAM dapat melakukan 5 keijasama dengan Lembaga Keuangan / Perbankan serta
Lembaga lainnya dalam j usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme
perusahaan dan lain-lain atas persetujuan Bupati.

BAB X

; • ; | PEMBINAAN

...i j; ' Pasal 40. .
l ' ■ ' .

' • i . .  - - ' .

(1) Bupati melakukan pembinaan, umum terhadap PDAM dalam rangka meningkatkan 
daya guna dan hasil guna PDAM sebagai alat kelengkapan otonomi Daerah sehingga 
dapat beroperasi secara sehat, efektif, efisien dan profesional.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bupati 
dibantu oleh Wakil Bupati.

S ' . '
i

' i BAB XI

PEMBUBARAN

Pasal 41: i’ l .

(1) Pembubaran PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Untuk melaksanakan pembubaran PDAM sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, 
dibentuk Panitia Pembubaran oleh Bupati.

(3) Apabila PDAM dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta
kekayaan PDAM dan; sisa lebih/kurang menjadi milik/langgimgiawab Pemeiintah 
Daerah j

(4) Panitia pembubaran sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini menyampaikan 
pertanggungjawaban pembubaran PDAM kepada Bupati.

(5) Bupati menyelesaikan kekaryaan Direksi dan Pegawai atas pembubaran PDAM.

/ 

BABVIH 
i 

TANGGUI'{G ,JAW AB DAN TUNTUTAN GANT\ RUGl 
! 

i 
.. \ Pasal 38 

I 

(1) Anggota Direksi. dan atau Pegnwai PDAl\f yang dtmgan scngzja atau kare:u 
- kelalaiannya merJmb~kan kerugian bagi PDMf wajib meurr,ganti kc1~~,u: .. 

(2) Tata cara. penyeleJailm ganti rugi sebagaimana Jimrucsurl ayJ~ (I.) Pasal ini 
disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang beriaku. 

i 
l 
I 

HABIX 

KERJA8AMA 

Pai,al 39 

PDAM dapat melakukan 1kerjas::una dengan Lembaga Keuangan i P~rbruikan serta 
Lembaga lainnya dalam f usaha peningkatan modal, . mauajemen, profosionafisme 
perusahaan dan fain-lain alas persetujUlll Bup2ti. 

, l 
i 

l . BABX 

PEMBINAAN 
I 
i . 

I Pasal 40 
i 
I. 

i 
(lJ Bupati melakukan pembina.m umum terhadap PDAM dal:un rangka ineningkatkan 

<laya guna dan ha8il guria PDAM sebagai alat kebugkapan otonomi Dat!r.!h sehlngga 
I 

dapat beroperasi secara selv1t, efektif, efisien dan ;,rofosioual. 
i 

(2) Dalam melaksanakan pembinaart sebagaimana climaksud ayat (1) Pru:al ini, Bupati 
dioantu oleh W akil Bupati. 

I 
I 

I 
I 
I 
\ 

I 
l 
I· 

BABXI 

PEMBUBARAN 

Pasal 41 

• (1) Pembubaran PD.AM: dit~tapkan dengan ~eraturan Daerah. 

(2) •. Untuk melaksanakan peinbubaran PDAM sebagaimana dima!csud ayat (1) Pasal ini, 
· . dibentu..1< Panitia Pembu~aran oleh Bupati. 

• • I 

(3) Apabila PDANi dibubarkan, hutang dan kewajiban kewmgan clibayar dari harta 
kekayaan PDAM dan. ~isa lcbih/kurang menjadi ntllik/tan83Ungiawah Pemc1intah 
Daerah ! 

• I 

( 4) Panitia pembubaran sebagaimmia dimaksud ayat (2) Pascl ini !!'tenyampaikan 
pertan~ungjawaban pembubaran PDAM tepada Bupnti. . . 

. I . . 
(5) Bupati menyelesaikan ke~aryaan Direksi dan Pegawai atas pembubarait PDAM. 

I • 
I 

: 1 
I 

i 
! ' 
' i 
j 

Parnf:+ · 
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| KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 42

Semua kekayaan/aset termasuk hutang PDAM menjadi kekayaan/asset dan kewajiban 
PDAM yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

. : ] " ' -J...
j"- ' j , .  ■ ; BAB X III

| KETENTUAN PENUTUP 

I Pasa> 43
j- ■ '

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Peraturan Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perusahaan 
Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat H Karanganyar sepanjang jang  tidak 
mengatur pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II 
Karanganyar dinyatakan tidak berlaku.

I "  - ' j

7 ! Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati 
sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempjatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal 'o Oecr;roN?c &oo\

BUPATI KARANGANYAR

C v - V  V- K ,

Diundangkan diKaranganyar 

pada tanggal/ b  slo o i

V- -/:/i;*vSQEDARMADil, S.H.
V ’A ___-

<-<; /v c a s

Drs. J&AS^<
v c * s s ^  j

1ARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 
TAHUN 2001NOMOR 3 2  SERI p . b  B

P ara f:

. . 
i I 

' 

BAB XII 

KETENTUANPERALil.'!AN f 

Pasal 42 / 

Semua kekayaan/aset termasuk hutang PD~ menjndi keJaaJ/asset dai, l:ewajiban 
PDAM yang ditetapkan dal~m Peraturan Dacrah ini. · · 

/ BAB XIII 

KETEN11JAN PENUTU.f 

Pasal 43 

• Dcngan bcrlakW1ya Pcrall;lrnn Dacrah ini maka Pcraturan Dacra:1 P~raluran Dacrah 
· K'.abupaten Daerah Tingka~ II Karaaganyar Nomor 5 '!'ahun / .D83 tentang ;>erusahaaa 

Daerah Air Minum Kab11pate~ Daerah Tingkat ~ K.aranganyar sepanj&ng )mlg tidal: 
mengatur pendirian Perusaha,m Daerah Air Minum Kabupa!cn Daer1h Tinrkat Jl 
Ka:anganyar dinyatakar. ticiak berlaku. 

! 

Pasal 44 

Hal-hal yang belum di.'l.tu{ dalam Feraturan Daerah ini diatur lvl,ih lattl'1t olr.J t Bupati 
sepanjang mengenai pdaksanaaitllya. · · 

I 
! 

• J Pisal 45 
I 

Puaturan Daerah ini muliberlaku pada t:lnggal diund.ingkan. 
. I 

I 

' 
Agar setiap orang d.1pat mengetahuinya, mem~rintahbn pe11guncbigan Peratcran 

Daerah ini dengan penemratannya dalarn Lembaran Daerah Kibup.iten KaranoanyJ.r. 
: . . .. / . .., ·1 

Dttc,tapkan di Karangzuyar 
. I 

pilda tanggal •~ ()e<;er\"',bQ, ~00\ 

l~.ANGANYAR ~· .. :::••' 
... ~ 

Diundangka anganyar 
'.iA.lJJI, S.H. 

pada tan _s:e,wi Je..r- .:2.,001 

Parat:-/-



:r ':i l - : penjelasan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 

NOM OR TAHUN 2001

J ' TENTANG '

PERUSAHAAN DAERAII A IR  M INUM  KABUPATEN KARANGANYAR

I. PENJELASAN UMUM

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar yang didirikan atas 
dasar Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 5 Tahun 
1983 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten. Daerah Tingkat H 
Karanganyar sudah i tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 
tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum dan Instruksi Menteri Da’am 
Negeri Nomor 25 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurus ui Perusahaan Daerah Air 
Minum, maka perlui menyesuaikan kepengurusan pengelolaan Perasaliaan Daerah Air 
Minum Kabupaten Karanganyar agar peleyanan kcbutulian air bersih dan air minum di 
Kabupaten Karanganyar setiap hari semakin meningkat.

Maksud dan tujuan penyesuaian pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum 
adalah untuk semakin meningkatkan peran Perusahaan Daerah Air Minum dan lebih 
mendorong kesejahteraan masyarakat serta sebagai salah satu sumber pendapatan 
daerah.

Untuk memberikan landasan hukum yang tetap perlu diatur dan ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL D EM I PASAL

Pasal 1 i Cukup jelas

Pasal 2 .1 Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 i Cukup jelas

Pasal 5 1 Cukup jelas

Pasal 6 i Cukup jelas

Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas

ayat(2)

ayat(3) 

ayat(4) 

ayat(5)

Pasal

Pasal

Pasal 10

Yang ''.dimaksud • -melepaskan status kepegawaiannya 
mengundurkan diri dari Pegawai Negeri.

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Cukuo jelas 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Cukup jelas

adalah

P araf:

. PENJELASAN 

PERA~ DAERAH KABUP ATEN KARA. "lGA.W AR 
I . . 

' NOMOR ,?-~ Th.HUN 1001 

. TENTANG 

PERUSAHAAN DA.ERAH AIR MINUM KABUP ATEN KARANGA..NY AR 

l. PENJELASAN l JM Ul.W 

. . . I 
· Peiusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar ya.,g d;ctirikan ztas 

i I · ·· · 
dasar Peraturan Daerah Kabupateu Daerah Tingkat II Karnn_ganyar Nomor 5 Talum 
1983 tent.mg Perusahaan Daerah Air Mitmm Kalmrater.. Dat-rah Tingkat IT 
Karanganyar s1ulah J tidak scsuai dengan · Uncbr.g-Undang i.Jomor 22 Tab.ml 1999 · · . 

. tentang Pemerintahah Dacrah, Peraturan Menteri Dalam N'~Jeri Nomor 7 Tab.un 19~3 · 

tentang Kepenw1rus.an Perusahaan Daerah Air Minum dan w.struksi 1'.f enteri Da'am 
· Negeri Nomor 25 jTahun 1999 tentang Petunjuk PelabancWn Peraturan Meo.terj 

Dalam Negeri Nom~r 7 Tahun 1998 tentang Kepengurus,u1 "Pemsahaan Daerah Air 
Minum, rnaka perlul menyesuaikan kepengurusan pene~!olaan Perus=i.baa~ Daerah Air 
Minum Kabuvatcn KaraJlganyar ag.ir vclcyanan kcbutnhan air h~rsih dan air niinum ,Ji 
Kabupaten Karanga~yar setiap hari semakin m~ungkat. . . . 

I 

Maksud da~ tujuan penyesuaian pen6~lfJlaa., Perusallaall Dae::lh Air . lvlinwn 
•adalah 1intuk scma~m·•meningkatkan peran Pcrusabaan Daerah Air M,r.um dan·Iebih 
· mendorong. kescj:tl\l~raan masyarakat scrta sebagai salal1 satu su.mber pcndapat.ill 
dacrah. · ! · 

I 

Untuk memberikan landasan hukum y1ng tetap perlu diat:ur d:m ditetapkan 
. dengan Peraturan Daerah. 

I 
l 

l 
i 
! 

. 11.PEN.lELASAN PASAL DEMI PASAL 
. I 

• I 

Pasal 1 : I Cukup jela5 
I 

Pasal 2 : j Cukup jelas 
I 

Pasal 3 : I Cukup jelas 

Pasal 4 : I Cukup jelas 

Pasal 5 : ! Cukup jel.is · . 

. · Pasal 6 : I Cukup jelas 

. Pasal 7 ayat (1) : • Cuxup jelas 

ayat (2) Yang . <.~,maksud .· mclcpaskau sta,,1s. !c0pcgawaiannya ,•dalah 
mengundur1:an diri dari P~g;twai Nigeti. 

. Pasal 8 

Pasal 9 

Pasall0 

ayat(3) 

ayat (4) 

ayat (5) 

Culmpjelas 

Cukupjelas 

CukUT:l jclar: 

Cukupjelas 

Cukupjelas 

Cukupjelas 

Parat: d 
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Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas '

Pasal 18 Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 : Cukup jelas

Pasal 21 : Cukup jelas

Pasal 22 ayat (1) : Cukup jelas

ayat(2) : Yang dimaksud dengan Pejabat Daerah adalah Pejabat yang tugas 
dan fungsinya membina Perusahaan Di erah.

Yang dimaksud dengan Perorangan aulalah tenaga profesional 
termasuk mantan unsur pimpinan Perusahaan daerah Air Minum. 

Yang dimaksud dengan Masyarakat Konsumen adalah tokoh
masyarakat pelanggan air minum yang mengetahui manajemen 
perusahaan dan mampu menjembatani antara PDAM dengan
masyarakat pelanggan air minum.

ayat(3) : Cukup jelas

ayat(4) : Cukup jelas

Pasal 23 Cukun jelas

Pasal 24 : Cukup jelas

Pasal 25 : Cukup jelas

Pasal 26 : Cukup jelas

Pasal 27 : Cukup jelas

Pasal 28 • Cukup jelas

Pasal 29 : Cukup jelas

Pasal 30 : Cukup jelas

Pasal 31 : Cukup jelas

Pasal 32 : [Cukup jelas

Pasal 33 : j Cukup jelas

Pasal 34 [Cukup jelas

Pasal 35 : | Cukup jelas

Pasal 36 : [ Cukup jelas

Pasal 37 : Cukup jelas

Pasal 38 : Cukup jelas

Pasal 39 : Cukup jelas

Pasal 40 Cukup jelas

Pasal 41 : Cukup jelas

Pasal 42 : Cukup jelar

Pasal 43 :: Cukup jelas

Pasal 44 : Cukup jelas

Pasal 45 :| Cukup jelas.

j Paraf :

-

Pasal 11 

Pasal 12 

Pasal 1J 

Pasal 14 

Pasal 15 

Pasal 16 

Pasal 17 

Pasal 18 

Pasal 19. 

Pasal 20 

Pasal 21 

Pasal 22 ~yat (1) : 

.. yat (2) : 

ayat (3) : 

ayat (4) : 

Pasal 23 

Pa.<ial 7.4 

Pasal 25 

i l · 
f 

. 1 

CP1fupjetas 

Cukupjelas 

Culmp jcfas 
! ·. 

Cukupjelas 
! 

Cu1rupj~bs 

Cukupjel~ 

Cukupjelas 
• I 

C~pjelas. 

Cl;lknpj(':las 
I 

Cukt1p jelas 

Ciikup jelas 
i ,.-,~.1~ . l 
~~~~as . . 

I . 

Yang dimaksml dengan Pejal>at Daercl1 adalah Pejabat yang tugas 
din fungsinyn membina Perwahaan D.-crah. 

Yang dimakmd dengan. Perorangan a,lalah teru.ga profesiorud 
tdnnasuk mantan unsur pimpinan Perusahmm da:rab. Air ·Minuqi. 

Yang dimaksnd dengan !vfa~arakat Konswnen adalah tokoh · 
ciasyarakat pelanggan air· minum yang m.mge~ahui manajem(;n 
perusahaan dan mamj)n menjembatarti antara PD AM dengan 
~asyarakat pelanggan air minum. 
' 

<;ukup jelas 
' 

Cukupjel~ 
I 

Cuku!) jelas 
I 

9ukupjelas 
' 
~ulmpj~las 

Pasal 7.6 : ' ~ukup jclas 

Pasal 27 Cukup jela3 
I 

Pasal 28 Cukupjelas 

Pasal 29 
I . 

,Cukup jelas 

Pasal 30 :Cut.up jela.'l 
I i 

Pasal 3J · Cukup jelas 

Pasal 32 Cukupjclas 

Pasal 33 Cu!a;p jela.'l 

Pasal 34 Cukupjelas 

Pasal 35 C"'ukup jelas 

Pasal 36 Cukupje:as 

Pasal 37 Cukupjelas 

Pasal 38 Cukup jelas. 

Pasa139 : ! Cukup jelas · 

Pasal 40 : ! Cukur jela;; 

· Pasal 41 Cu.lmpjelas 

Pasal 42 Cukup jelar. 

Pasal 43 Cul-up jelas 

Pasal 44 Cukupjelas 

Pasal 45 Cukup jelas. 



(2) Bank Indonesia melakukan pombinaan dan pangawasa.n terhadap PD. BPR'.| 
Bank Daerah Karanganyar.

! B A B  XIV '
j P E M B U B A R A N

Pasal 47

(1) Pembubaran PD. BPR Bank Daerah Karanganyar ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat 
yang berwenang.

(2) Untuk pelaksanaan pembubaran PD. BPR Bank Daerah Karanganyar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibentuk Pan.'tin Pembubaran 
oleh Bupati. , j ■

(3) Apabila PD. BPR Bank Daerah Karanganyar dibubarkan, hutang dan 
kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD. BPR Bank Daerah 
Karanganyar dan sisa jlebih/kurang menjadi milik/tanggungjawab Pemerintah 

■ Daerah. i
(4) Panitia Pembubaran PD. BPR Bank Daerah Karanganyar menyampaikan 

pertanggungjawaban pembubaran PD. BPR Bank Daerah Karanganyar 
kepada Bupati. j

: | Pasal 48

(1) Bupati menyelesaikan kekaryaan Direksi dan Pegawai atas pembubaran 
PD; BPR Bank Daerah Kaianganyar.

(2) Pembubaran PD. BPR Bank Daerah Karanganyar dilaporkan oleh Bupati 
kepada Gubernur . dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan 
Otonomi Daerah dan Bank Indonesia setempat.

i BAB XV
j. KETENTUAN PENUTUP

/ Pasal 49 ■

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten 
Karanganyar Nomor 3 Tahun\1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan 
Rakyat Bank Pasar Kabupaten Karanganyar, beserta perubahannya dinyatakan 
tidak berlaku. I

\ J ' :i Pasal 50

Semua kekayaan/asset termasuk hutang piutang Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Pasar menjadi kekayaan/asset PD. BPR Bank Daerah
Karanganyar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

• : J ;. ‘ ■; . J ; f  ■ \ Pasal 51 ; .

Hal-hal yang belum diaturjdalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh 
Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

. . i . . . 
(2) Bnnk Indonesia meln/-:ulcnn pombina.Jn da!1 pongawasr.:, ~orhac::ip PD. BPR1 

1 
Bank Oaorah Karanganynr. . 

BABXIV · 
PEMBUBARAN 

• Pasal 47 

(1) Pembubaran PO. Bf:'f< Bank Oaerah Kt;!ranganyar di1etar=,/c::rn deng~n 
Poratur:;rn Oaerah dari ber/aku sete!ah mendapat pengesaha11 dari Pajab~t 

} 

yang be'rwennng. . 
(2) Untuk · pelaks.anaan . ~embubaran PD. BPR Bank Dae rah K~mnganyar. 

sobagaimana dim al<~ u9 pad a ayat (1) Pasal ini dibentuk Pan:tin Porr,bubarnn 
oleh Bupati. i 

(3) Apabila · PD. BPR B~nk Daerah Karanganyar · dibubarkar., hutang dan 
kewajiban l<euangan 9ibayar dari harta kekayaan PD. E3PR 8r!11k Dr.t~rah 
Karanganyar dan sisa 1lebi:1/kurang menjadi milik/tanQhun~j&wab Pem(Jrintah 
Daerah. I 

(4) Panitia Pembubamn PD. BPR Bnnl< Daerah Karangr.111yar mer.yampaikan 
pertanggungjawaban pembubaran PD. BPR Bar.k D2erah Karangar,yar 
ke~ada Bupati. . I 

I 

' : I 'Pasal 48 

(1) aupatl meny01esailmn1 kekaryam, Dirolrni dan PegawDi · atas p8mb1.Jbaran 
PD. B.PR Bank paer.ihJ<a1anganyar. 

(2). Pe.mbubarnn PD. BPR Bank Daerah Karanganyar dd"porkan oleh Bupati 
k<3pada G•Jbernur . deng::m tembusan kep::ida · Mentari Dalam N~geri dan 
Otonor:ni Daerah dan Bank Indonesia setempat. 

BAB XV 
KETENlUAN PENUTUP 

Pa~al 49 
Dengan · berlakunya PGrnt;uran Daerah ini, maka ?e:raturan Oaerah Kabupat0n 
i<aranganyar Nomor 3 T ahUl1\ 1896 tentang Perusahaan Daernh Bank Pcrkreditan 
Rakyat Bank Pasar Kabupaten Karanganyar, beserta per4bahannya d;nyatakan 
tidak berlal:u. -I 

Pasal 50 
; 

Semua kekayaan/asset termasuk hutang piutang Peru~allaan Daorah Bank 
Perkrcditan Rakyat Bank pasar menjadi kekayc\an/asset PD. BPR Bnnk Daerah 
Kamnganyar yang ditetapk~n dalam Peraturan Daer-::i:, ini. 

' ·1 
Pnsal 51 

H_.:il-hal yang belum diatur ;dalam Peraturan Daernh ir,i akan c!iatur ~eniucian oleh 
Bupati sepanj;mg mengcnai pelaksanaar.nya. · 

Paraf: ..... 


